
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG 
PEMBENTIIIN PERSERIIN TERBITIS 

INEU ISIII MEIISIII MIDIIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PAMEKASAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab, diperlukan kemampuan menggali sumber 
keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan 
Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan 
Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 
Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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9. Peraturan Preslden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 t.entang Bentuk 
Hukum Sadan Usaha Mlllk Daerah; 

11. Keputusan Menterl Dalam Negert Nomor 50 Tahun 1999 tentang 
Kepengurusan BUMD; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negert Hornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalrnana telah dlubah dengan 
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis clan 
Bentuk Prociuk Hukum Oaerah; 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Organlsasl dan Tata Kerja Sekretarlat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf 
Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Sert 
D); 

Oengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PAMEKASAN 
dan 

BUPATI PAMEKASAN 

MEMUTlJSKAN : 

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH TENTANG PEMBENTlJKAN PERSEROAN TERBATAS 
ANEKA USAHA MEKASAN MAKMUR. 

BABI 
KETENTUAN UNUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah lni yang dlmaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupat.en Pamekasan. 
2. Pemerlntah Daerah adalah Pemerlntah Oaerah Kabupat.en Pamekasan. 
3. Bupati adalah 8upatl Pamekasan. 
4. De.wan Perwakllan Rakyat Daerah, yang selanjul:nya dlslngkat DPRD adalah 

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan. 
5. Sadan Usaha Mllik Daerah, yang selanjutnya dlsingkat BUMD adalah Sadan 

Usaha MIik Daerah yang dlbentuk clan dldlrlkan oleh Pemerintah Daerah. 
6. Perseroan Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur, yang selanjutnya 

disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan perkumpulan 
modal, dldlrlkan berdasarkan perJanjlan, rnelakukan keglatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagl dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang dltetapkan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7. 5aham adalah surat buktt kepemllikan baglan modal Perseroan yang 
memberi hak atas deYlden dan hak laln-laln menurut besar kedlnya modal 
yang dlsetor. 

8. Pemegang Saham adalah perseorangan/kelompok/lembaga yang 
mengik.utsertakan modal. 

9. Modal Dasar adalah seluruh nllai nominal yang disetor clan menjadl 
kekayaan Perseroan balk yang bersumber dari Pemerintah Oaerah, 
maupun penyertaan plhak kettga. 
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10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya dlslngkat RUPS adalah 
organ Perseroan yang mempunyal wewenang yang tidak dlberikan kepada 
Dlreksl atau Dewan Komisarls dalam batas yang telah ditentukan. 

11. Dlreksl adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentlngan Perseroan sesual 
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakflf Perseroan balk di 
dalam maupun di luar pengadllan sesual dengan ketentuan anggaran 
dasar. 

12. Dewan Komlsarls adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan 
pengawasan secara umum dan/at:au khusus sesual dengan anggaran dasar 
sert:a memberikan naslhat kepada Direksl. 

13. Asas ekonoml adalah dengan menggunakan modal seeftsien mungldn 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya. 

14. Participating Interest adalah kelkutsertaan Pemerint:ah Daerah maupun 
plhak ketiga dalam bentuk saham. 

15. Plhak ketiga adalah Departemen/lembaga Pemerint:ah Non Oepartemen 
atau sebutan lalnnya, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, 
BUMO, Koperasi, Yayasan dan lembaga lalnnya di dalam negerl yang 
berbadanhukum. 

BABU 
PEMBEN1UKAN 

Pasal 2 

Aneka Usaha Mekasan Makmur merupakan BUMD dalam bentuk Perseroan. 

BAB DI 
S1'ATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) Perseroan merupakan perusahaan lnduk (holding company} dan dapat 
membentuk anak perusahaan dengan persetujuan DPRD setelah 
melaksanakan anallsa usaha. 

(2) Perseroan berkedudukan di Pamekasan. 
(3) Perseroan dapat mendlrlkan Kantor Otbang, Otbang Pembantu dan/atau, 

Perwaldlan balk di Kecamatan maupun di luar Daerah dengan persetujuan 
Dewan Komisarts sesual ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Penyefenggaraan Perseroan dengan penyert:aan modal daerah dllakukan 
berdasarkan asas ekonoml. 

Pasal 5 

(1) Pembentukan Perseroan dlmaksudkan untuk membantu dan mendorong 
percepat:an pembangunan daerah melalui keglat:an usaha. 

(2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah : 
a. menlngkatkan pertumbuhan perekonomlan daerah dan menambah 

Pendapatan Asli Daerah; 
b. mengelola potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat balk secara langsung maupun tldak langsung dengan 
mengembangkan perekonomlan daerah melalui keglat:an usaha; clan 

c. menlnglcatkan daya salng daerah untuk mengantJslpasl perkembangan 
ekonoml balk naslonal maupun global. 
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BABY 
LAPANGAN USAHA 

Pasal 6 

(1) UnbJk mencapal maksud dan tujuan sebagalmana dlmaksud clalam Pasal s, 
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha : 
a. pengadaan, pengelolaan serta penJuaJan barang clan jasa; 
b. pertanlan; 
c. perlkanan; 
d. perildanan, percelakan dan media elekbonlk_. telekomunikasl; dan 
e. pertambangan; 
f. indUSb1; dan 
g. konstruksl. 

(2) Jenls usaha sebagatmana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan DPRD. 

(3) Tata cara penentuan proses persetuJuan DPRD sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupatl. 

BAB VI 
PENGELOUAN 

Pasal 7 

(1) Pengelolaan Perseroan dllaksanakan dengan meneraplcan manajemen 
modem di bawah pengendallan plmplnan yang berkompeten, profesional 
dan berlntegrltas. 

(2) Plmpinan sebagalmana dtmaksud pada ayat (1) terdlrl clari Dewan 
Komlsarls dan Dlreksl, dengan komposlsi maslng-masing terdlrl dart paling 
sedlklt 2 (dua) orang. 

(3) Pengangkatan dan penetapan unsur-unsur plmplnan sebagaimana 
dlrnaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dllakukan oleh Bupatf selelah 
melalul ujl kelayakan dan kepatutan oleh l1m lndependen. 

( 4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas clan wewenang 
serta pernberhenttan unsur-unsur plmpinan diatur dalam Anggaran Dasar 
Perseroan. 

BAB VII 
KARYAWAN 

Pasal 8 

(1) Karyawan dlangkat clan diberhentlkan oleh Dlreksl setelah mendapat 
pertimbangan Dewan KomlsariS sesuaJ dengan ketentuan peraturao 
perundang-undangan. 

(2) Hak clan kewajlban karyawan dlatur oleh Direksi dengan persetuJuan 
Dewan Komlsarls berdasarkan kemampuan Perseroan dan ketentuan 
peraturan perundang-undann. 

BABVDI 
MODAL DAN SAHAM 

Pasal 9 

(1) Modal Dasar Perseroan Terbatas rnellputl selll'Uh nllai nominal saham. 
(2) Ketentuan mengenal permodalan Perseroan dtatur dalarn Anggaran Dasar, 

termasuk ketentuan rnengenal modal dasar clan modal yang dlternpatt(an 
serta dlsetor sesual dengan ketenbJan peraturan perundang-undangan. 

(3) Modal usaha untuk pengelolaan participating interest berasal darl APBO. 
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Pasal 10 

(1) Modal Dasar Perseroan untuk pertama kali dltetapkan sebesar 
Rp. 2.000.000.000,00 {dua milyar rupiah) sebagal asset daerah yang 
dlplsahkan. 

(2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemenuhan jumlah modal dltempatkan dan modal dlsetor dlsesualkan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Modal Dasar sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) t:erdiri atas: 
a. modal dlsetor Pemerlntah Daerah sebesar 100% (seratus prosen); clan 
b. modal dlsetor yang dlperoleh dar1 penyertaan pihak ketJga clalam 

proses bertkutnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembllan 
prosen}. 

Pasal 11 

Penambahan modal Pemertntah Daerah terhadap Perseroan clapat dllakukan 
setelah mendapat persetujuan DPRD. 

Pasal 12 
(1)Saham yang dlkeluarkan oleh Perseroan adalah saham at.as nama. 
(2) Nllal nominal saham dltetapkan dengan Anggaran Dasar~ 
(3) Setlap pemegang saham mendapatkan pertindungan sesual dengan 

ketentuan peraturan perundang-unclangan. 

BAB IX 
LABA PERUSAHAAN 

Pasal 13 

Baglan laba bersih Perseroan clan anak perusahaan yang menjadl baglan 
Pemerlntah Daerah, dlsetor ke Kas Daerah. 

BAB X 
PELAPORAN 

Pasal 14 

(1) Bentuk dan Isl laporan keuangan Perseroan wajlb memenuhl ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan keuangan perlode berjalan wajlb disusun oleh Dtreksi clan 
dlsampaikan kepada Dewan Komlsaris paling sedlklt 3 (tlga) bulan sekali. 

(3) Laporan keuangan tahunan wajlb dlsusun oleh Dlreksl clan dlsampalkan 
kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komlsaris paling lama 6 (enam) 
bulan setelah tahun buku Perseroan berakhlr. 

BABXI 
PENGAWASAN 

Pasal 15 

(1) Pengawasan kebljakan dan klnerja Direksl dalam menjalankan dan 
mengelola Perseroan dllakukan oleh Dewan Komlsaris berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-unclangan. 

(2)Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan setlap akhlr 
tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang dlterbltkan oleh 
Auditor independen. 

(3) Laporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) juga dlsampalkan kepada 
pemegang saham atau Bupatt. 
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(4)Apabila c:lalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukan 
kinerja yang balk, Dlreksi c:lapat dtgantl sesual dengan ketentuan 
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat·(4). 

BAB XII 
PEMBUBARAN DAN UKUIDASJ 

Pasal 16 

(1) Pembubaran dan likuldasi Perseroan dltetapkan oleh RUPS · dan 
berdasarkan penet:apan pengadilan. 

(2) Tata cara pembubaran dan likuldasi Perseroan sebagaJmana dimaksud 
pada ayat (1) dltuangkan dalam Akta Pendirian. 

BAB XIII 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN/AT.AU 

PENGAMBILALIHAN 
Pasal 17 

(1) Penggabungan, peleburan dan/atau pengambilallhan Perseroan 
dilaksanakan dengan memperhatikan : 
a. kepentlngan Perseroan dan/atau Pemegang Saham; dan 
b. kepentlngan masyarakat. . 

(2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan c:lan/atau pengambllalthan 
Perseroan dldasarkan atas keputusan RUPS. 

BABXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18 

Ketentuan mengenal Perseroan yang tldak dlatur dalam Peraturan Daerah int, 
dlatur dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah lnl mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memertntahkan pengundangan Peraturan 
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah· Kabupaten 
Pamekasan. 

Dlundangkan di Pamekasan 

pada tanggal 14 ••••• • llte 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PAMEKASAN, 

R. HADI SUWARSO 

Dltetapkan di J>&rnekasan. 
pada tanggal II .hlll _,. 
BUPATI PAMEKASAN, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR I SERI E 


